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ABSTRACT

Fiscal decentralization is a major component of Indonesia’s governance reform,
intended to improve public service efficiency, strengthen accountability, and
promote equitable development. This paper describes the relationship between
fiscal decentralization, local government capacity, and accountability, as well as
their implications for public service quality, poverty alleviation, and fiscal disparities.
Using a descriptive literature-based approach, this study synthesizes empirical
findings from national and international peer-reviewed research relevant to the
Indonesian context. The findings reveal that fiscal decentralization can enhance
public service delivery and regional development when accompanied by strong
institutional capacity, robust accountability systems, and performance-based fiscal
transfer mechanisms. Conversely, in regions with weak administrative capacity,
decentralization tends to increase recurrent spending and potential corruption.
Policy reforms in fiscal design and local governance are essential to ensure the
effectiveness and equity of fiscal decentralization.

Keywords: Fiscal decentralization, local capacity, governance, accountability, fiscal
equity

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan utama dalam reformasi pemerintahan
Indonesia yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat
akuntabilitas, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan hubungan antara desentralisasi fiskal dengan kapasitas
pemerintahan daerah, akuntabilitas, serta implikasinya terhadap kualitas pelayanan
publik, kemiskinan, dan ketimpangan fiskal. Penulisan ini menggunakan metode
studi pustaka deskriptif berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian empiris
nasional dan internasional yang relevan dengan konteks Indonesia. Hasil kajian
menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan
memperkuat pembangunan daerah apabila disertai dengan kapasitas kelembagaan
yang baik, sistem akuntabilitas yang kuat, serta mekanisme transfer fiskal yang adil
dan berbasis kinerja. Sebaliknya, pada daerah dengan kapasitas rendah,
desentralisasi berpotensi meningkatkan belanja rutin dan membuka peluang
terjadinya korupsi. Reformasi kebijakan fiskal dan tata kelola daerah menjadi kunci
utama agar desentralisasi berjalan efektif dan berkeadilan.
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Kata kunci: Desentralisasi fiskal, kapasitas daerah, tata kelola, akuntabilitas,

pemerataan fiskal

A.Pendahuluan

Sejak akhir abad ke-20,
desentralisasi menjadi salah satu
pendekatan utama dalam reformasi
tata kelola pemerintahan di berbagai
negara. Konsep utamanya adalah
pelimpahan kewenangan dari
pemerintah pusat kepada daerah
dengan tujuan memperdekat
pemerintah pada masyarakat,
mendorong inovasi kebijakan lokal,
dan memperbaiki layanan publik
(Smith, 1985; Rondinelli, 1999).

Indonesia mengadopsi
desentralisasi secara menyeluruh
melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang
kemudian diperbarui dengan UU No.
23 Tahun 2014. Reformasi ini dikenal
sebagai Big Bang Decentralization
karena lingkup dan kecepatannya
yang luas (Hofman & Kaiser, 2004).
Selama lebih dari dua dekade,
kebijakan tersebut menghasilkan
sejumlah capaian, misalnya
meningkatnya partisipasi masyarakat
dan inovasi daerah, tetapi juga
memunculkan  persoalan  berupa
fragmentasi kebijakan, ketimpangan

pembangunan, hingga potensi

penyalahgunaan wewenang (Smoke,
2015).

Desentralisasi fiskal di
Indonesia telah menjadi tonggak
penting dalam pergeseran paradigma
pemerintahan dari sistem sentralistik
menuju otonomi daerah. Melalui
desentralisasi, pemerintah daerah
memperoleh kewenangan yang lebih
luas dalam mengelola anggaran dan
sumber daya lokal. Tujuannya adalah
memperkuat  efisiensi birokrasi,
meningkatkan kualitas pelayanan
publik, serta mendorong

pembangunan ekonomi berbasis
potensi daerah. Namun, setelah lebih
dari dua dekade pelaksanaannya,
hasil yang dicapai masih
menunjukkan variasi yang cukup
besar antar wilayah.

Daerah dengan kapasitas
administratif dan manajerial tinggi
mampu memanfaatkan otonomi fiskal
untuk  memperbaiki  infrastruktur,
menurunkan tingkat kemiskinan, dan
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Sebaliknya, di daerah
dengan kapasitas  kelembagaan
lemah, desentralisasi kerap

memunculkan inefisiensi penggunaan
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anggaran dan meningkatnya risiko

korupsi. Dengan demikian,
pemahaman terhadap faktor-faktor
yang memengaruhi efektivitas
desentralisasi menjadi sangat penting
dalam memperbaiki desain kebijakan

fiskal nasional dan daerah.

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan

Ditebalkan)
Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif

dengan metode studi pustaka (library
research). Data diperoleh dari hasil
penelitian empiris dan teoretis yang
dipublikasikan dalam jurnal ilmiah
nasional dan internasional, khususnya
yang memiliki Digital Object Identifier
(DOI) serta relevan dengan tema

desentralisasi fiskal dan tata kelola

daerah.
Analisis  dilakukan  secara
tematik dengan  tahapan: (2)

menyeleksi artikel yang relevan, (2)
mengekstraksi hasil penelitian dan
temuan kunci, (3) mengelompokkan
temuan berdasarkan tema seperti
kapasitas kelembagaan, akuntabilitas
fiskal, komposisi belanja, dan
pemerataan fiskal, serta  (4)
melakukan interpretasi naratif untuk
menyoroti hubungan antar konsep

dan hasil empiris.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan
(Huruf 12 dan Ditebalkan)

Hasil
Hasil penelusuran literatur
menunjukkan variasi temuan.

Sebagian besar menekankan aspek
positif desentralisasi dalam
memperbaiki layanan publik, namun
tidak sedikit yang menyoroti dampak

negatif berupa ketimpangan fiskal.

N | Penulis & | Judul

o | Tahun Penelitian
1 | Kis- The Impact | Desentralis
Katos, K. | of Fiscal asi fiskal

& Sjahrir, | and meningkatk
B.S. Political an investasi
(2017) Decentraliz | publik di
ation on daerah
Local berkapasita
Public s tinggi,
Investment | terutama di
in sektor
Indonesia | pendidikan
dan
kesehatan.
Namun
daerah
dengan
kapasitas
administrasi
lemah
cenderung
menggunak
an dana
untuk
belanja
rutin,
menunjukka
n
pentingnya
kapasitas
kelembagaa
n lokal
dalam
efektivitas
kebijakan.

Hasil Utama
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Pal, S. &
Wahhaj,
Z.(2017)

Fiscal
Decentralis
ation,
Local
Institutions
and Public
Goods
Provision

Menunjukka
n bahwa
institusi
lokal
berperan
besar
dalam
efektivitas
desentralisa
si. Di
komunitas
dengan
institusi
informal
kuat, dana
publik
digunakan
untuk
infrastruktur
sosial,
sedangkan
di
komunitas
lemah
terjadi
penyalahgu
naan dan
ketimpanga
n layanan.

Akita, T.;
Riadi,
AA.;
Rizal, A.
(2021)

Fiscal
Disparities
in
Indonesia
in the
Decentraliz
ation Era

Dana
Alokasi
Umum
(DAU)
membantu
mengurangi
kesenjanga
n fiskal,
tetapi
disparitas
tetap tinggi
karena PAD
dan SDA
sangat tidak
merata.
Reformasi
formula
DAU
direkomend
asikan agar
berbasis
kebutuhan
dan kinerja
daerah.

4

Setiawan,
A,
Tjiptoherij
anto, P;
Mahi,
B.R;
Khoirunur
rofik, K.
(2022)

The Impact
of Local
Governme
nt Capacity
on Public
Service
Delivery

Kapasitas
teknis dan
manajerial
pemerintah
daerah
secara
signifikan
meningkatk
an kualitas
layanan
publik.
Daerah
dengan
kapasitas
analitis
rendah
tidak
mampu
mengonver
si otonomi
fiskal
menjadi
peningkatan
pelayanan.

Alfada, A.
(2019)

Does
Fiscal
Decentraliz
ation
Encourage
Corruption
in Local
Governme
nts?

Desentralis
asi
meningkatk
an peluang
korupsi jika
pengawasa
n dan
akuntabilita
s lemah.
Provinsi
dengan
ketergantun
gan tinggi
pada
transfer
pusat
menunjukka
n tingkat
penyimpang
an
anggaran
lebih besar.

Changwo
ny, F.K. &
Paterson,
A.S.
(2019)

Accounting
Practice,
Fiscal
Decentraliz
ation and
Corruption

Negara
yang
memiliki
standar
akuntansi
publik kuat
mengalami
penurunan
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korupsi
pasca-
desentralisa
si. Di
negara
berkemban
g, lemahnya
sistem
pelaporan
menjadi
pintu masuk
praktik
koruptif di
tingkat
daerah.

Silitonga,
M.S;
Wittek,
R.;
Snijders,
TAB,;

Heyse, L.

(2023)

Democrati
zing
Corruption:
A Role
Structure
Analysis of
Indonesia’
s “Big-
Bang”
Decentraliz
ation

Desentralis
asi
mengubah
struktur
korupsi di
Indonesia:
jaringan
korupsi
menjadi
lebih
kompleks,
melibatkan
lebih
banyak
aktor
perantara.
Korupsi
tidak
berkurang
secara
kuantitas
tetapi
berubah
bentuk
menjadi
“kolaboratif”
lintas
lembaga.

Siburian,
M.E.
(2022)

Fiscal
Decentraliz
ation and
Poverty:
Evidence
from
Indonesia

Desentralis
asi fiskal
menurunka
n tingkat
kemiskinan
di daerah
dengan
kapasitas
tata kelola
tinggi.
Namun,

tanpa
transparans
i dan
kebijakan
redistributif,
manfaat
desentralisa
si tidak
dirasakan
kelompok
miskin.

Ghozali,

l. &
Khoirunur
rofik
(2020)

Fiscal
Decentralis
ation and
Capital
Expenditur
e
Compositio
n

Desentralis
asi
meningkatk
an proporsi
belanja
modal
infrastruktur
, tetapi
menurunka
n investasi
pada
pendidikan
dan
kesehatan.
Diperlukan
kebijakan
seimbang
antara fisik
dan human
capital.

O -

Sahputri,
RAM. &
Siswidiya
nto
(2023)

Decentralis
ation and
Human
Developm
entin
Indonesia

Indeks
Pembangun
an Manusia
meningkat
signifikan di
daerah
dengan
kapasitas
kelembagaa
n kuat dan
perencanaa
n berbasis
data.
Daerah
berkapasita
s lemah
tidak
mengalami
peningkatan
signifikan
meski
menerima
dana besar.
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Yunan,
ZY,;
Freyens,
B.;
Vidyattam
a, Y.,
Mohanty,
I. (2023)

Spread of
Corruption
in
Indonesia
After
Decentralis
ation

Korupsi
daerah
meningkat
di awal
desentralisa
si namun
kemudian
menyebar
secara
spasial
tidak
merata.
Korupsi
lebih tinggi
di daerah
berpendapa
tan tinggi
dengan
banyak
proyek
publik.

N =~

Lewis,
B.D.
(2023)

Indonesia’
s New
Fiscal
Decentralis
ation Law

uu
Hubungan
Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat dan
Daerah
(HKPD)
memperbai
ki
koordinasi
fiskal, tetapi
menimbulka
n risiko
transisi
karena
perbedaan
kesiapan
kapasitas
daerah.
Diperlukan
roadmap
implementa
si dan
sistem
pelaporan
digital.

w =

Arze del
Granado,
F.J.;
Martinez-
Vazquez,
J.;

Decentraliz
ed
Governanc
e and
Public
Expenditur

Desentralis
asi
meningkatk
an porsi
belanja
sosial

McNab,
R.M.
(2018)

e
Compositio
n

(pendidikan
&
kesehatan)
bila
mekanisme
monitoring
nasional
kuat. Tanpa
pengawasa
n, belanja
publik justru
terkonsentr
asi pada
proyek
jangka
pendek.

A

Letelier-
Saavedra
, L.E.
(2015)

Fiscal
Decentraliz
ation in
Specific
Areas of
Governme
nt

Desentralis
asi di sektor
pendidikan
dan
kesehatan
meningkatk
an efisiensi
jika disertai
standar
nasional
layanan
publik. Efek
positif
menurun
bila
pemerintah
pusat lemah
dalam
koordinasi
dan
evaluasi.

—_

Pietrovito
, F.
(2023)

Fiscal
Decentraliz
ation and
Income
Redistributi
on within
Regions

Desentralis
asi
pendapatan
(revenue
decentraliza
tion)
berpotensi
memperleb
ar
ketimpanga
n
antarwilaya
h,
sedangkan
desentralisa
si belanja
dengan
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transfer
berbasis
kinerja
menurunka
n
ketimpanga
n.
Rekomenda
si: desain
ulang
sistem
transfer
fiskal untuk
efisiensi
dan

keadilan.

Pembahasan
Hasil penelitian dari berbagai

studi memperlihatkan bahwa
desentralisasi fiskal di Indonesia
memberikan dampak yang kompleks
dan tidak seragam di antara daerah.
Perbedaan kapasitas kelembagaan
dan kemampuan manajerial
pemerintah daerah menjadi faktor
pembeda utama antara daerah yang
sukses memanfaatkan otonomi fiskal
dengan daerah yang justru
menghadapi permasalahan tata kelola
dan efisiensi anggaran.

Temuan Kis-Katos dan Sjahrir
(2017) menunjukkan bahwa
desentralisasi dapat mendorong
peningkatan investasi publik, terutama
pada daerah yang memiliki kapasitas
kelembagaan tinggi. Daerah tersebut
mampu memanfaatkan keleluasaan
fiskal untuk mempercepat

pembangunan  infrastruktur  dan

layanan publik. Namun, hasil berbeda
terlihat di daerah dengan kapasitas
rendah, di mana dana transfer justru
banyak terserap untuk belanja rutin
tanpa kontribusi signifikan terhadap
peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini menegaskan
pentingnya kualitas sumber daya
manusia birokrasi dan kemampuan
perencanaan fiskal sebagai penentu
keberhasilan kebijakan desentralisasi.

Sementara itu, Pal dan Wahhaj
(2017) menekankan pentingnya peran
institusi lokal dalam mengoptimalkan
kebijakan fiskal daerah. Daerah
dengan struktur kelembagaan yang
kuat cenderung memiliki tata kelola
keuangan yang lebih baik, partisipasi
masyarakat lebih tinggi, serta proses
pengambilan keputusan yang
transparan. Studi ini sejalan dengan
Setiawan et al. (2022) vyang
menegaskan bahwa kapasitas teknis
dan manajerial daerah berpengaruh
langsung terhadap kualitas layanan
publik.

Dari sisi pemerataan fiskal,
Akita et al. (2021) menemukan bahwa
kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU)
berhasil menurunkan ketimpangan
fiskal antarwilayah. Namun, masih
terdapat disparitas besar dalam

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
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menyebabkan daerah kaya sumber
daya tetap lebih dominan dibanding
daerah yang miskin sumber daya.
Temuan ini diperkuat oleh Pietrovito
(2023) yang

desentralisasi fiskal berbasis kinerja

menyoroti  bahwa

berpotensi menekan ketimpangan,
tetapi hanya jika terdapat mekanisme
distribusi dana yang
mempertimbangkan kebutuhan dan
hasil pembangunan.

Dalam konteks tata kelola,
desentralisasi membawa konsekuensi
terhadap munculnya risiko korupsi
baru. Alfada (2019) serta Changwony
dan Paterson (2019) menemukan
bahwa kelemahan pengawasan fiskal
dan praktik akuntansi yang tidak
standar membuka ruang korupsi di
tingkat daerah. Silitonga et al. (2023)
menambahkan bahwa pola korupsi
pasca-desentralisasi tidak lagi bersifat
individual, tetapi berbentuk jaringan
kolaboratif yang melibatkan berbagai
aktor pemerintahan dan  non-
pemerintah. Kondisi ini menuntut
pendekatan pengawasan yang lebih
sistematis, termasuk melalui
digitalisasi pelaporan dan peningkatan
transparansi publik.

Dari sisi belanja publik, Ghozali
dan Khoirunurrofik (2020)

mengungkapkan bahwa

desentralisasi mendorong
peningkatan belanja modal,
khususnya untuk  pembangunan

infrastruktur. Namun, peningkatan
tersebut sering disertai penurunan
proporsi anggaran untuk sektor sosial
seperti pendidikan dan kesehatan. Hal
ini menimbulkan dilema
pembangunan, di mana
pembangunan fisik berjalan cepat
tetapi peningkatan kualitas sumber
daya manusia justru berjalan lambat.
Hasil serupa dikemukakan oleh Arze
del Granado et al. (2018) yang
menemukan bahwa keberhasilan
desentralisasi dalam memperluas
belanja sosial hanya dapat tercapai
bila pemerintah pusat tetap berperan
sebagai pengawas dan penyeimbang
kebijakan daerah.

Dalam konteks pembangunan
manusia, Sahputri dan Siswidiyanto
(2023) serta  Siburian  (2022)
menunjukkan bahwa desentralisasi
berkontribusi terhadap peningkatan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dan penurunan kemiskinan, terutama
di daerah yang memiliki kapasitas
kelembagaan baik. Namun, di daerah
yang masih bergantung sepenuhnya
pada transfer pusat, efek
desentralisasi terhadap pengurangan

kemiskinan relatif kecil. Dengan kata
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lain, desentralisasi baru akan
menghasilkan kesejahteraan apabila
pemerintah daerah mampu mengelola
otonomi fiskal secara mandiri dan
akuntabel.

Studi Lewis (2023) tentang
implementasi Undang-Undang
Hubungan Keuangan Pusat dan
Daerah (UU HKPD) menegaskan
bahwa kebijakan terbaru ini membawa
semangat perbaikan koordinasi fiskal,
tetapi sekaligus menuntut kesiapan
daerah dalam mengelola sistem
pelaporan dan akuntabilitas yang lebih
kompleks. Tanpa kesiapan yang
memadai, reformasi justru berisiko
menimbulkan kebingungan dalam
proses transisi dan pelaksanaan
kebijakan fiskal di tingkat daerah.

Jika dikaitkan dengan teori
desentralisasi klasik (Oates, 1972),
temuan-temuan ini memperlihatkan
bahwa manfaat desentralisasi baru
akan optimal bila fungsi-fungsi
pemerintahan dilaksanakan oleh
tingkatan pemerintahan yang paling
mengetahui kebutuhan masyarakat.
Namun, dalam praktiknya, efisiensi
alokasi tidak otomatis terjadi tanpa
kapasitas kelembagaan dan
mekanisme pengawasan yang efekitif.

Oleh karena itu, pembahasan

ini menegaskan bahwa keberhasilan

desentralisasi fiskal di Indonesia
ditentukan oleh tiga pilar utama:
kapasitas daerah, transparansi fiskal,
dan keadilan distribusi antarwilayah.
Kegagalan pada salah satu aspek
tersebut dapat menyebabkan
kebijakan desentralisasi kehilangan
arah, menciptakan kesenjangan baru,
dan memperlemah kepercayaan
publik terhadap institusi pemerintah

daerah.

E. Kesimpulan
Kesimpulan

Desentralisasi fiskal
merupakan instrumen penting dalam
memperkuat otonomi daerah dan
mendorong pembangunan yang lebih
merata. Berdasarkan hasil kajian,
kebijakan ini mampu meningkatkan
kualitas layanan publik dan
memperbaiki kesejahteraan
masyarakat apabila diiringi dengan
kapasitas kelembagaan dan sistem
akuntabilitas yang baik. Namun,
pelaksanaan yang tidak merata dan
lemahnya sistem pengawasan di
beberapa daerah telah menimbulkan
risiko ketidakefisienan dan
penyimpangan fiskal. Pemerintah
perlu memastikan bahwa seluruh

daerah memiliki kapasitas dan
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dukungan yang memadai untuk
mengelola dana secara efektif agar
tujuan pemerataan dan kesejahteraan

dapat tercapai secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan di atas, pemerintah
pusat perlu memperkuat kapasitas
teknis dan manajerial pemerintah
daerah melalui berbagai program
peningkatan kompetensi aparatur,
pendampingan kebijakan fiskal, serta
pembinaan  akuntabilitas  publik.
Peningkatan kapasitas tidak hanya
difokuskan pada aspek administrasi,
tetapi juga pada kemampuan analisis
kebijakan, perencanaan berbasis
data, dan pengendalian kinerja.

Desain transfer fiskal antar
pemerintah harus direformasi agar
lebih responsif terhadap kebutuhan
daerah dan berbasis pada capaian
kinerja. ~ Formula transfer yang
mempertimbangkan ketimpangan
fiskal dan kualitas layanan publik akan
mendorong keadilan alokasi
anggaran. Pemerintah daerah dengan
capaian tinggi perlu diberikan insentif
fiskal, sementara daerah dengan
kinerja rendah memerlukan program

pembinaan khusus.

Selain itu, transparansi dan
akuntabilitas publik harus ditingkatkan
melalui digitalisasi pelaporan
keuangan dan penggunaan sistem
Pelibatan

informasi  terintegrasi.

masyarakat dalam  pengawasan
anggaran juga penting  untuk
memastikan dana publik digunakan
sesuali prioritas pembangunan.
Terakhir, desentralisasi fiskal harus
menyeimbangkan antara
pembangunan fisik dan investasi
sumber daya manusia, karena
keberhasilan pembangunan daerah
pada akhirnya bergantung pada
kualitas masyarakatnya.
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